
 
WALIKOTA DENPASAR 

PROVINSI BALI 
 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 3 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2021 

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA DENPASAR, 

 
Menimbang : 

 
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat 

Daerah atas pelaksana pemungutan Pajak Daerah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan 
insentif pemungutan Pajak Daerah; 
 

b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan 
kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992     
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3465); 

 
 
 
 
 
 
 
 

SALINAN 

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat: 
https://esurat.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-002051-SRT-0220241_conv.pdf

 



 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801); 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        
Nomor 6757); 
 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80         
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

 
6. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021     
Nomor 11); 
 

 
 
Menetapkan: 

MEMUTUSKAN: 
 
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG 
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH. 
 
 

 Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 
2021 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 
2021 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Pasal 3 
 

(1) Insentif dihitung dari rencana penerimaan Pajak dan 
Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan, untuk 
setiap jenis Pajak dan Retribusi yang besarannya 
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

(2) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 4,5% (empat koma 
lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan 
Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap 
jenis Pajak dan Retribusi. 

(3) Besarnya pembayaran Insentif yang diterima oleh 
penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 
untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan 
realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun 
anggaran sebelumnya dengan ketentuan: 
a. dibawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun 

rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan 
tunjangan yang melekat; 

b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) 
sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun 
lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali 
gaji pokok dan tunjangan yang melekat; 

c. diatas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima 
ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 
7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar 
rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan 
tunjangan yang melekat;dan 

d. diatas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima 
ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali 
gaji pokok dan tunjangan yang melekat. 

(4) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e 
ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari 
besarnya Insentif yang ditetapkan pada ayat (2). 

(5) Penetapan Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan 
Keputusan Walikota. 

(6) Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (3) dan besarnya pembayaran 
insentif ditetapkan dengan Keputusan Pengguna 
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar. 

 
 

 Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 2 Februari 2024 
 
WALIKOTA DENPASAR, 
 

ttd. 
 
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA 

 
 
 
 

 Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 2 Februari 2024 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR, 
 

ttd. 
 

IDA BAGUS ALIT WIRADANA 
 

 BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 3 

 
 
Salinan sesuai dengan aslinya  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh 
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,  
 

 
 

 
Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.  
NIP. 19750917 199903 2 008 
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